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ABSTRAK 

DewanPerwakilanRakyatDaerahadalahLembagayangberkedudukansebagai 

unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.Adapun fungsi pengawasanDewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 

2013tetntangpenyelenggaraanKepariwisataan.SalahsatunyaPariwisatatempatkarao

ke, dimana tempat karaoke sendiri masih menjadi stigma negatif di 

kalanganmasyarakatyangberadadiKabupatenPati.Sehubungdenganhalitutempatkar

aoke yang ada di Kabupaten Pati menjadi tempat wisata karaoke yang 

terkesanburuk,padahalmasihbanyakusahatempatkaraokeyangsudahmenjalankanus

ahanya sesuai dengan peraturan yangberlaku diKabupaten Pati. Dengan demikian 

tujuan 

penelitianiniuntukmengetahuifungsipengawasanDPRDKabupatenPatimengenaipe

nyelenggaraantempatkaraokedanapasajahambatannya. 

Penelitimengunakanpendekatanpenelitianyuridisempirisdanmenggunakanspes

ifikasipenelitiandeskriptifanalitis.Datayangdigunakanadalah data sekunder yang 

diperoleh melalui studi literatur dengan mempelajariliteratur dan peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan masalah yangdibahas Adapun Teknik 

pengumpulan data melalui studi Pustaka, wawancara danobservasi. 

BerdasarkanhasilpenelitianyangdiperolehbahwabentukpengawasanDewan 

Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun2013 

tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan pada jenis usaha tempat karaoke 

diKabupatenPati.DewanPerwakilanRakyatDaerahterhadappenyelenggaraankepari

wisataandiKabupatenPatimemiliki4KomisisalahsatunyaKomisiHukumdanPemerin

tahansebagaikomisiAyangmemilikiperandalammenjalankan Fungsi pengawasan 

Terhadap Tempat Karaoke di Kabupaten 

Pati.DPRDjugamelakukanKordinasidenganSatuanPolisiPamong 

Praja,DinasPariwisata, Pelaku Usaha Tempat Karaoke Serta menyerap aspirasi 

Masyararakatdi Kabupaten Pati. Disisi lain, 

terdapathambatandalampelaksanaanfungsipengawasanDewanPerwakilanRakyatD

aerahKabupaten 

Patimengenaipenyelenggaraantempatkaraokeyaitukurangnyakesadaranmasyarakat

terhadapaturanhukumsertaadanya kecenderungan dari pelaku usaha mencari celah 

untuk dapat menghindariaturan hukum agar pelaku usaha tersebut tetap dapat 

menjalankan usaha 

tempatkaraoke.Pelaksanaanpengawasanyangtelahdilakukanharusdandapatmendor

ongpemerintahdaerahuntuksecarakonsistenmenjalankanPeraturanDaerah yang 

sudah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari tujuan dari terbentuknyaPeraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataandi 

Kabupaten Pati, sehingga semua unsur pemerintahan harus aktif terlibat 

dankonsistenmenjalankan Peraturan Daerah ini. 
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